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KEPIITUSAN KEPALA DII\IAS PEIITDIDIXAIY
KABUPATEN MIIIIAHASA

ITOMOR : aOOl 1229 /VI _2O2O

TENTAITG

PERSEaUJUAN PER.PANJAf cAN rzll[ opERAsroNAL
SMP KRI TEN TONDAITO

TELURAHAIT RA?II{GCIOLAN ItECALtA?Att TOIIDA.ISO TI}IUk

I@PAIII DIITAS PEITDIDII{AN
XABUP'.TEN MItrAIIASA,

NPSN: 40100960, berkedudukan ai 
- 

n"rUzu*iO,
MTINGGOLqN Xecamatan TONDANO TIMUR, sudah
berakhir Terhitung Sampai Tanggal 31 JUNI 2020 sehjngga
perlu diperpaijang;

o. DaJlWa OerqasatKan nasu pene[uan oerxas ctan pentn]auam
lapangan, maka sekolah tersebut masih dianggap layak
untuk melanjutkan operasiona.lnyal. c. bahv/a berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas. maka oerlu ditetaDkan densan KeDutusan KeDala
Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem
Pendidikan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia

-.*L.a..

Repubtil< Indonesia Nomor 430I ):2. Undang-Undarg Nomo. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daemh (Lembaran Negara nepuUUi
Indonesia 'fahur 2014 Norr,or 244, TambJaa Lem-Uaran
l\ctsara r\tjpuu r! ruuuxEsrd lurrrur oJo/J sElraBarruarra Lirrarr
diubah beberapa ka1i, terakhir dengan Undang_Undang
Nomor g Tahun 2O1S tentang peruballan X"aua ,taJ
Undarg-Unndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daenir [,embaran Negara nepuOtii



3.

In.lonpsie Tahrrn ?OtS Nornor sR Tamhrhan r^cmhr!-an
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OOS tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Ncaara Rcnirhlik IndonFsia Nomor 4496) s€hroeiman. ictah

'beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubaharl
Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional pendidikan {l€mbaran Negara

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O1O tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran
Negaia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembarah Negara
Nulnor Dluc) ScOagaErijma telan OIuUart UenBai reraluritl!
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2O1O tentang perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaiaan pendidikan fifmbaran
Negara Taiun 2010 Nomor 112. Tambahan kmbarall
Negara Nomor 515'/l:
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59
Tahu., 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun l99O tentang peran
Sprta Masvarekai daLam pen.tidikan:
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002
tentang Pedoman Pendirian Sekolall;
Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4
Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Keda
Dinas Daerah KrbunAten Minahasa:
Pelaturan Bupati Minahasa Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas pendidikan Kabupaten
Minalasa.

4.

9.

7.

5.

6.

a.

Ueruoerhatllren Perattrran Mehleri pendidikan drn l(ehrr.lavAan Nomor 36
Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasa-r dan Menengah.

MEMUTUSXAII :

Memberikan persetujuan peryanjangan Izin Operasional kepada SMp
KRISTEN TONDANO yang berkedudukan di KELURAIIAN
I.ATINGGOLAN Kecamatan ToNDANo TIMUR Kabupatea MINAHASA.

Uen€taDkan
KESATU



KEDUA

terhitxns mulai tanesal 01 JlJt,I 2O2O samDai denean tanseal 31 JUNI
2024
Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelanca.an
neroPerasin\d s\.4P KRIs] Ll\ ToNnANo d Kp-uRAHAN
(ATINGGOLAN Kecamatan TONDANO TIMUR menjadi tanggungiawab
Yayasan / Penyelenggara Sekolah, termasuk tenaga pengaiar dengan
ketentuan tidak menempati dan menggunakan tasilitas Sekolah Negeri.
Dalam hal meiaksanatan paoses belajar mengajar dan kurikulum yang
digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berla1<u.
Yayasan atau Badan Pendiri / penyelenggara Sekolah
berkewaiiban membuat lapora]1 teitulis mengenai perkembangan
sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas pendidikaa
Kabupaten Minahasa.
Apabila Keputusan pada diktum KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT tidak
dipenuhi maka Kepala Dinas pendidikan Ihbupaten Minahasa dapat
mencabut kembali keoutusan ini.
Masa berlakunya keputusan ini sesuai keputusan pada rliktum
PERTAMA dengan ketentuan apabiia di kemudian hari temvat
rerdapar kekcliruan dkan diadakan peruh.han seha€aimana
mestinya.

DitetaDkan di : Tondano
Pada Tanggal : 28 AGUSTUS 2O2O
I<EPALA DINAS PENDIDIKAN

Dls. R*ri/A w. MARntcKA- M.st
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680225 198903 10tO

KETIGA

I{EEMPAT

l{ELIMA

KEENAM

Tembusan Yth;
1. Burati Minahasa di Tondano.
2. Wakil Bupati Mrnahasa di Tondarro.
3. Sekretaris Dae.ah Kabupaten Minahasa.
4. Arsip.


